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xPEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب ba b be
ت ta t te
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas)
ج jim j je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ żal ż zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
xi
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
ن nun n en
و wau w we
ه ha h ha
ء hamzah ʼ apostrof
ى ya y ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
ا fatḥah a a
ا kasrah i i
ا ḍammah u u
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
xii
Tanda Nama Huruf Latin Nama
ٸ fatḥah dan yā’ ai a dan i





Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakatdan huruf,






ى ... | ا ... fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas
ى kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas





 ُتْﻮَﻤﯾ : yamūtu
4. Tā’ marbūṭah
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup atau
mendapat harakat fatḥah, kasrah,dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan
tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harakat sukun,transliterasinya adalah [h].
xiii
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaankedua kata itu terpisah, maka tā’
marbūṭahituditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
ﺔَﺿْوَراﻷ ْط ِلَﺎﻔ: rauḍah al-aṭfāl
 ِﺪََﻤﻟا ْﻟا َُﺔﻨْﯾَﺔﻠِﺿﺎﻔ : al-madīnah al-fāḍilah
ﺔَﻤْﻜَِﺤﻟا: al-ḥikmah
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan dengan
sebuahtanda tasydīd ( ّ◌ ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
 َﺎّﻨﺑَر : rabbanā
 َﺎﻨْﯿَّﺠﻧ : najjainā
 ّﻖََﺤﻟا : al-ḥaqq
 َﻢ ﱡﻌﻧ: nu“ima
 ّوُﺪَﻋ: ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahuluioleh huruf kasrah
( ّى) maka ia ditransliterasi seperti hurufmaddah menjadi ī.
Contoh:
 ِّﻰﻠَﻋ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 ّﻰﺑَﺮَﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
xiv
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf لا (alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasiini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika iadiikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah.
Katasandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dandihubungkan dengan garis mendatar
(-).
Contoh:
 ُﺲْﻤَّﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ﺔﻟَﺰﻟَّﺰﻟا : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
َﺔﻔَﺴَْﻠَﻔﻟا : al-falsafah
 َﺪﻠَﺒﻟا : al-bilādu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzahyang terletak di tengah dan akhir kata.Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan,karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:
 ْﻣﺄﺗ َنْوُﺮ : ta’murūna
 ُعّْﻮَﻨﻟا: al-nau‘
 ٌءْﻲَﺷ: syai’un
 ُتْر◌ُِمأ : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalahkata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasaIndonesia. Kata, istilah atau kalimat
xv
yang sudah lazim dan menjadibagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulisdalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam
duniaakademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya,
kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, danmunaqasyah. Namun, bila kata-





9. Lafẓ al-Jalālah (ﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
Contoh:
 ِﷲ ُﻦﯾِد dīnullāh  ِ ِﺎﺑ billāh
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkankepada Lafẓ al-Jalālah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
 ِﷲ ِﺔَﻤﺣر ِْﻲﻓ ُْﻢھhum fī raḥmatillāh
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenaiketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedomanejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya,digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama dirididahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan hurufkapital tetap huruf awal nama diri
xvi
tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari katasandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yangdidahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). Contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkatamubārakan





Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhirdalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, NaṣrḤāmidAbū)
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = subḥānahū wa ta‘ālā
saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam




SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK
Nama : Muh. Baso Aqil Azizi
NIM : 10300113162
Judul : Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Akibat Pengaruh Adat
(Analisis Hukum Atas Kasus Perkara No.39/Pdt.G/2016/PN
Sgm)
Pokok masalah penelitian ini adalah mengenai pembatalan pelaksanaan
perkawinan akibat pengaruh adat yang ada dalam kasus perkara No.39/Pdt.G/2016
Pengadilan Negeri Sungguminasa. Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown
ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana
penyebab batalnya pelaksanaan perkawinan akibat pengaruh adat pada studi kasus
perkara No.39/Pdt.G/2016/PN Sgm ?, 2) Bagaimana penyelesaian masalah pada
studi kasus perkara No.39/Pdt.G/2016/PN Sgm ?.
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif atau dalam penelitian hukum disebut
penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis-
normatif dan pendekatan historis. Adapun sumber data penelitian ini adalah Hakim
Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menangani perkara ini, juga pengacara atau
advokat yang mendampingi pihak. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang
digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Lalu,
teknik pengolahan data dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu: reduksi data,
klarifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diolah dengan teknik
analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan pelaksanaan perkawinan
ini terjadi karena pengaruh yang kuat dari segi pelaksanaan pesta perkawinan (adat
perkawinan) selain itu adanya rasa ketersinggungan dari salah satu pihak sehingga
melakukan pembatalan secara sepihak dengan asumsi bahwa adanya ketidakcocokan
satu sama lain. Adapun bentuk penyelesaian masalah ini adalah dengan menempuh
jalur mediasi yang dilakukan pihak pengadilan dalam hal ini adalah Hakim selaku
mediator dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak.
Implikasi dari penelitian ini antara lain: Sebaiknya dalam persoalan
perkawinan akan lebih baik jika dilandasi dengan syariat Agama Islam dan kembali
pada niat semata-mata untuk beribadah kepada Allah swt. Dalam penyelesaian
seperti kasus ini lebih baiknya tidak langsung dilimpahkan ke pengadilan tapi
berusaha dengan jalur musyawarah dengan bantuan lembaga adat dalam menangani
persoalan ini yang tidak lain tujuannya adalah untuk mencapai mufakat.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hukum perkawinan adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur
perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki
dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut
peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kebanyakan isi atau
peraturan mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma
keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan.1
Perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 ialah ‘’Ikatan lahir dan batin
antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan yang Maha Esa’’. Jadi, perkawinan merupakan ‘’perikatan keagamaan’’,
karena akibat hukumnya mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir batin
sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia, sehingga perkawinan bukan
saja mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi juga batiniah/rohaniah.2
Dalam al-Qur’an dan hadist banyak perintah yang menganjurkan untuk
menikah yang bertujuan agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina
1Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),  h.1.
2Muhammad Syaifuddin, dkk.,Hukum Perceraian, h.2.
2mawaddah warahmah (cinta dan kasih sayang) dalam kehidupan keluarga.3Allah swt.
berfirman dalam QS al-Rūm /30:21 menjelaskan :
                     
                
Terjemahnya :
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran
Allah) bagi kaum yang berfikir.4
Dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Menurut
ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan
perbutan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Dalam hadis Rasulullah saw :
 ْﺒَﻌْﻟا َجﱠوَﺰَـﺗ اَذِإ " :َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ :َلَﺎﻗ ٍﻚِﻟﺎَﻣ ِﻦْﺑ ِﺲََﻧأ ْﻦَﻋ ُﻒْﺼِﻧ َﻞُﻤَﻛ ْﺪَﻘَـﻓ ُﺪ
" ﻲِﻗﺎَﺒْﻟا ِﻒْﺼﱢﻨﻟا ِﰲ َﷲا ِﻖﱠﺘَﻴْﻠَـﻓ ،ِﻦﻳ ﱢﺪﻟاﻩاور)(ﻲﻘﻬﻴﺒﻟا
Artinya :
Dari Anas bin Malik radhiyallahu’ anhu, ia berkata bahwa Rasulullah saw
bersabda :”Barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separuh
(ajaran) agama, yang separuh lagi, hendaklah bertakwa kepada Allah
swt.”(HR. Al Baihaqi)5
Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan
untuk nikah, hidup berumah tangga karena perkawinan akan memeliharanya dari
3Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 1997), h.3.
4Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 406.
5Ahmad bin al-Hūsāīn bin ‘Alī bin Mūsā al-Khārrāsānī, Syu‘b āl-īman, Juz 7 (India:
Maktabah al-Rusyd, 2003), h 340.
3perbutan yang dilarang Allah swt. Dalam sebuah perkawinan  dijumpai beberapa
aspek, baik aspek hukum, sosial dan aspek agama. Dengan adanya perjanjian (ījāb
dan qobūl) dalam pernikahan menunjukkan bahwa perkawinan merupakan suatu hal
yang memiliki kekuatan hukum (mengandung aspek hukum). Aspek sosial dalam
perkawinan dapat didasarkan pada kemampuan individu untuk membina keluarga
baik dari segi fisik ataupun moral, kedewasaan merupakan suatu hal yang perlu
dipertimbangkan guna untuk menciptakan keluarga yang sakina mawaddah
warahma. Sementara  itu aspek agama dalam perkawinan tercermin dalam ungkapan
bahwa perkawinan merupakan perkara yang suci serta menghalalkan hubungan intim
antara laki-laki dengan perempuan. Dengan demikian, perkawinan menurut Islam
merupakan ibadah, yaitu dalam rangka terlaksananya perintah Allah swt atas petunjuk
Rasul-Nya, yakni terpenuhinya syarat dan rukun dalam pernikahan. 6
Mahar adalah salah satu bagian yang harus ada dalam pernikahan. Mahar
adalah salah satu di antara hak istri yang didasarkan atas kitabullah dan sunnah
Rasulullah saw boleh dalam bentuk pemberian uang, perhiasan binatang ternak, harta
perdagangan dan benda-benda lainnya yang mempunyai nilai. Sebagaimana Allah
swt berfirman dalam QS al-Nisā’/4:4.
                             
Terjemahnya :
“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai
pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan
6Sabri Samin, Andi Nurmaya Aroeng, Fiqih II ( Makassar: Alauddin Press, 2010), h.4.
4kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah
(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”7
Jadi pada dasarnya, mahar dengan biaya walimah merupakan hal yang
berbeda. Mahar merupakan suatu hak istri sebagai pemberian secara sukarelah dari
pihak suami yang didasarkan atas kitabullah serta sekaligus sebagai syarat sah sebuah
perkawinan.
Biaya walimah atau dalam adat Makassar disebut dengan uang panai’. Besar
kecilnya uang belanja ini tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Perlu
dikemukakan bahwa uang belanja bagi etnis Makassar kuantitasnya cukup besar
dibanding dengan etnik lain seperti di Jawa. Pihak yang mewakili keluarga untuk
melamar, tentu akan mempersiapkan diri sejak dari rumahnya seperti telah
dikemukakan, karna masih ada masalah yang perlu dirundingkan, yaitu kesepakatan
uang belanja juga mas kawin.8
Dalam kaitanya dengan perjanjian atau kesepakatan tersebut. Secara umum
tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian
adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun
demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila :
1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir
2. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan
3. Jika ada bukti kelancaran dan bukti penghianatan (penipuan).9
7Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h.77.
8Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Makassar:
Indobis Publishing), h.35.
9Chairuman Pasaribu dan Sahrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Cet. III;
Jakarta: Sinar Grafika,2004), h.4.
5Adat uang panai’ ini seringkali dimaknai dengan keliru karena dianggap atau
dipersamakan dengan mahar. Padahal uang panai’ tersebut berbeda dengan mahar.
Kedudukannya sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang
disepakati oleh kedua belah pihak keluarga mempelai.
Dalam persoalan adat uang panai’ dalam hal ini adalah permintaan pihak
perempuan mengenai tambahan biaya resepsi pernikahan yang sebelumnya sudah ada
kesepakatan pada awalnya terkait dengan uang panai’ yang harusnya tinggal
melaksanakan pesta perkawinan. Namun dalam hai ini pihak perempuan telah ingkar
janji dengan membatalkan pelaksanaan  perkawinan secara sepihak. Oleh karena itu
wajarlah jika pihak laki-laki ingin meminta kembali haknya dalam hal ini uang
panai’ yang menjadi sebab batalnya pelaksanaan perkawinan dan mengajukan
gugatan terhadap pihak perempuan ke pengadilan yang berkewenangan untuk
mengadili.
Berdasarkan uraian tersebut perlu dilakukan penelitian tentang “Pembatalan
Pelaksanaan Perkawinan Akibat Pengaruh Adat (Studi Kasus Perkara No.
39/Pdt.G/2016/PN Sgm).”
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian :
a. Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan
b. Pengaruh Adat
2. Deskripsi Fokus :
a. Pengertian pembatalan pelaksanaan perkawinan
6Pembatalan pelaksanaan perkawinan yang dimaksud adalah tidak tercapainya
suatu perkawinan atau pernikahan (ījāb dan qobūl) oleh karna suatu sebab yang
membatalkan.
b. Faktor-faktor yang memengaruhi batalnya pelaksanaan perkawinan
Diantara faktor-faktor yang memengaruhi batalnya pelaksanaan perkawinan
salah satu yang menjadi pemicu batalnya pelaksanaan perkawinan adalah karena
faktor adat (adat perkawinan).
c. Pengertian adat
Adat merupakan suatu kebiasaan yang melekat dalam suatu daerah dan
masing-masing daerah mempunyai adat atau kebiasaan sendiri. Dalam kasus ini adat
yang dimaksud lebih khusus membahas mengenai adat perkawinan yang ada pada
masyarakat Bugis-Makassar.
d. Pengaruh adat terhadap masalah perkawinan
Pengaruh adat yang dimaksud adalah mengenai adat kebiasaan perkawinan
bugis-Makassar seperti pemberian Uang panai’ dalam hal ini diberikan oleh pihak
laki-laki kepada pihak perempuan dan menjadi kesepakatan dalam masalah
perkawinan.
Tabel I
Tentang, Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
NO Fokus Penelitian Deskripsi Fokus





2 Pengaruh Adat - Pengertian adat
- Pengaruh adat terhadap
masalah perkawinan
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang pada uraian sebelumya, maka yang menjadi pokok
permasalahan yaitu: “Bagaimana Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Akibat
Pengaruh Adat (Studi Kasus Perkara No. 39/Pdt.G/2016/PN Sgm).”
Dari pokok permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan sub masalah
sebagai berikut:
1. Apa penyebab batalnya pelaksanaan perkawinan akibat pengaruh adat pada
studi kasus perkaraNo. 39/Pdt.G/2016/PN Sgm?
2. Bagaimana penyelesaian masalah pada Studi Kasus PerkaraNo.
39/Pdt.G/2016/PN Sgm dalam proses hukumnya di pengadilan?
D. Kajian Peneliti Terdahulu
Muhammad Saleh Ridwan dalam bukunya yang berjudul Perkawinan Dalam
Persfektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, yang menjelaskan tentang perkawinan
ditinjau dari hukum Islam dan hukum nasional bagaimana perkawinan itu merupakan
hukum alam atau terjadi karena telah menjadi sunnatullah bahwasanya seseorang
dalam kehidupannya sudah terlebih dahulu ditentukan pasangannya, atau dalam artian
segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan begitupun kaitannya dengan
perkawinan dalam hal ini  antara  laki-laki dengan perempuan.
8Dalam hal perkawinan maka yang tidak kalah pentingnya adalah terkait
dengan salah satu bagian dari syarat dan rukun pernikahan, salah satunya adalah
mahar. Dalam penelitian ini peneliti menguraikan tentang perkawinan yang ada di
masyarakat Bugis Makassar yang terkadang keliru dalam membedakan antara mahar
dengan biaya pesta pernikahan atau dalam bahasa Bugis Makassar disebut dengan
“uang panai” dan yang menjadi persoalan adalah betapa besar pengaruh uang panai’
ini dalam menentukan pelaksanaan perkawinan yang sampai saat ini bahkan dapat
menimbulkan masalah sampai pada batalnya pelaksanaan perkawinan.
Thahir Maloko dalam bukunya yang berjudul Dinamika Hukum dalam
Perkawinan yang dalam isinya menguraikan berbagai ketentuan atau aturan-aturan
dalam hal perkawinan. Seperti syarat dan rukun nikah dan masih banyak ketentuan
lainnya. Sehingga dalam kaitannya dengan hukum yang dilihat dari berbagai macam
rujukan, dan disatukan dalam suatu kesepakatan di dalam Islam dan menjadi
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan juga dengan adanya Kompilasi
Hukum Islam yang semakin memperkuat legalitas hukum Islam di Indonesia dalam
hal perkawinan.
Perkawinan merupakan perkara suci yang merupakan bagian dari sunnah
Rasulullah saw yang diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah mapan serta siap
dari segi fisik  maupun mental untuk membangun sebuah rumah tangga. Dalam
penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang hal yang dapat memengaruhi suatu
perkawinan, baik dari segi rukun dan syarat perkawinan maupun adat yang menjadi
salah satu bagian yang harus terpenuhi dalam perkawinan terkhusus di suatu daerah.
Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat Indonesia,
yang menyajikan hasil-hasil penelitian hukum adat yang relatif baru, dan juga
9yurisprudensi. Di dalam buku ini, masalah-masalah hukum adat dianalisa dengan
mempergunakan pendekatan yuridis, sosiologis dan antropologis. Maksudnya adalah,
untuk menerapkan pendekatan terhadap hukum adat.
Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem yaitu peraturan-peraturannya
merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam fikiran. Begitupun hukum
adat. Adat Istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat.
Adat dalam perkawinan tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat, begitu pula yang
terjadi pada masyarakat Bugis-Makassar. Dalam buku tersebut tidak menjelaskan
bagimana dampak atau pengaruh dari adat uang panai’ dan jenisnya mengenai pesta
perkawinan dalam hal pembatalan pelaksanaan perkawinan. Oleh karena adanya
ingkar janji dari salah satu pihak dalam hal kesepakatan yang terkait dengan pesta
perkawinan. Dalam penelitian ini, lebih menguraikan terhadap kasus yang ada terkait
dengan pembatalan pelaksaan perkawinan akibat pengaruh adat.
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui penyebab batalnya pelaksanaan perkawinan akibat
pengaruh adat pada studi kasus perkaraNo. 39/Pdt.G/2016/PN Sgm.
2. Untuk mengetahui penyelesaian masalah pada Studi Kasus Perkara No.
39/Pdt.G/2016/PN Sgm dalam proses hukumnya  di pengadilan.
Adapun manfaat dari peneliatian ini adalah sebagai berikut :
1. Kegunaan Akademik
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah kedalaman dan
keluasan ilmu yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti mengenai proses
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yang terjadi dalam hal perkawinan baik sebelum pelaksanaan maupun sesudah
terjadinya perkawinan.
2. Kegunaan Praktis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru





A. Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan
1. Pengertian perkawinan menurut undang-undang
Menurut undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan
instruksi presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam merumuskan
bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.1
Berdasarkan pada uraian tersebut dapat dirumuskan bahwasanya yang menjadi
tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal juga
tidak lain adalah untuk menghasilkan keturunan yang tentunya harus dilandasi
dengan syariat.
Dalam undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
disebutkan syarat-syarat sebagai berikut:
a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21
tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud pasal
1Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.8.
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ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang
mampu menyatakan kehendaknya.
d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak
mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang
yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis
keturunan garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan
dapat menyatakan kehendaknya. 2
Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, memberikan definisi
perkawinan sebagai berikut : “Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang
Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan yang Maha Esa”.3
Berdasarkan pada uraian tersebut dapat disimpukan bahwa perkawinan bukan
saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, akan tetapi juga mempunyai unsur batin
atau rohani yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk
keluarga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan ini bukan hanya untuk memenuhi
kebutuhan manusiawi melainkan perkawinan ini harus diniatkan sejak awal dalam
rangka memenuhi sunnah Rasulullah yang menjadikan perkawinan atau dalam istilah
lain disebut dengan pernikahan sebagai ibadah kita kepada Allah swt. Hal ini juga
diatur dalam ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.
Kompilasi Hukum Islam terdiri atas 3 buku masing-masing buku 1 tentang
Perkawinan, buku II tentang Kewarisan dan buku III tentang Perwakafan. Hukum
2Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan (Makassar: Alauddin University Press,
2012), h.21.
3Andi Intan Cahyani, Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam ( Makassar: Alauddin
University Press, 2014), h.122-123
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Perkawinan yang diatur tidak hanya terbatas pada hukum subtantif saja yang memang
seharusnya menjadi porsi dari kompilasi akan tetapi sudah cukup banyak memberikan
pengaturan tentang masalah prosedural atau yang berkenan dengan tatacara
pelaksanaan yang seharusnya termasuk dalam porsi perundang-undangan
perkawinan. Mengenai apa yang disebutkan terakhir dengan Undang-undang No. 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang juga memuat beberapa pasal berkenaan
dengan Hukum Acara mengenai perceraian. Akibat dimasukkannya semua aspek
hukum tersebut maka terjadi “pembengkakan” dalam bidang hukum perkawinan
sedang dalam hukum lainnya terasa sangat sedikit. Ditinjau dari segi sistematika
sebuah peraturan perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam tidak
menggambarkan sebuah sistematika yang “baik”. Kompilasi Hukum Islam ini
misalnya tidak mencantumkan adanya ketentuan umum yang berlaku untuk semua
bidang hukum yang diaturnya. Ketentuan umum memang ada pada masing-masing
buku yang isinya hanya lebih banyak berupa keterangan mengenai beberapa istilah
walaupun itu tidak lengkap.4
Mengenai pengertian perkawinan yang dalam hal ini digunakan dalam
konteks dasar-dasar perkawinan dirumuskan sedikit berbeda dengan apa yang
disepakati dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal 2 Kompilasi
disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad
yang sangat kuat miitsaaqan gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian pasal 3 menyebutkan perkawinan
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
4Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia ( Jakarta : CV. Akademika Pressindo,
2004 ), h.63-64.
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warahmah. Sedangkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 1974 merumuskan
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. 5
Salah satu persoalan yang sama sekali tidak diatur dalam Undang-undang No.
1 Tahun 1974 akan tetapi cukup banyak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh dan juga
dalam Hukum Adat, yaitu tentang peminangan yang diatur dalam satu Bab khusus
dalam kompilasi. Namun dalam pasal 13 Kompilasi menyebutkan bahwa pinangan
“belum menimbukan akibat hukum” dan para pihak bebas memutuskan “hubungan
peminangan”. Pengertian hubungan peminangan memang tidak dijelaskan disini akan
tetapi adalah mencakup apa yang dalam praktik disebut “pertunangan”. Kalau
demikian persoalannya juga mengandung akibat hukum baik dalam hukum Islam
maupun dalam hukum Adat. Ketentuan ini rasanya juga kurang serasi dengan pasal
12 ayat (3) yang melarang meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang
lain. Larangan demikian  yang juga dikenal dalam kitab-kitab  fiqh tentunya tidak
bisa dilanggar begitu saja.6
Bertitik tolak dari uraian tersebut dapat dipahami bahwasanya ada ketentuan-
ketentuan yang harusnya dapat diatur dalam persoalan perkawinan, baik itu dari segi
peminangan yang dalam hal ini banyak menimbulkan masalah seperti dalam hal
perjanjian mengenai pelaksanaan perkawinan yang jika dilihat dari segi adat akan
banyak hal yang berbeda dalam persoalan pelaksanaan perkawinan atau biasa disebut
5Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, h. 68.
6Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, h. 69.
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dengan adat perkawinan yang tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia masing-masing
mempunyai adat perkawinan tersendiri seperti pada hal pesta adat perkawinan.
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa untuk
melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur
dalam pasal 6 yang berbunyi :
1. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21
tahun harus lah mendapat ijin kedua orang tuanya.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau
dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin yang
dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu
menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak
mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang
yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis
keturunan keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat
menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2,
3 dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak
menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukumnya tempat
tinggal orang yang akan melansungkan perkawinan atas permintaan orang
tersebut dapat member ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang
tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
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6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan
tidak menentukan yang lainnya. 7
Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat
membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak Asasi
manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang
melangsungkan perkawinan tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
2. Pengertian perkawinan menurut pandangan Islam
Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan
oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut pakar ilmu
alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan.
Misalnya air yang diminum (terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik ada positif dan
ada negatifnya dan sebagainya. 8 Apa yang dinyatakan oleh para ahli tersebut adalah
sesuai dengan pernyataan Allah dalam QS al-żāriyāt/51: 49
               
Terjemahnya :
Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat kebesaran Allah.9
7Andi Intan Cahyani, Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam, h. 124
8Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Persfektif Hukum Islam dan Hukum nasional
(Jl.Sultan alauddin No. 63 Makassar: Alauddin university press, 2014), h.18.
9Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Surabaya: UD. Halim, 2010 ), h. 522.
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Perkawinan merupakan ikatan yang kuat yang bertujuan membina dan
membentuk terwujudnya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai
suami istri dalam kehidupan berkeluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat
Islam.10 Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (seks)
memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak
dihinakan oleh kaum pria. Dalam hal ini, pergaulan suami istri diletakkan di bawah
naluri keibuan dan kebapakan, sehingga di kemudian hari menghasilkan keturunan
yang baik. Fungsi relasi seksual yang lebih dikenal dengan senggama adalah untuk
menyalurkan naluri seksual, dan untuk menyambung keturunan.11
Dalam hal perkawinan atau dalam syariat kita kenal dengan pernikahan.
Seorang muslim harus memandang hari pernikahannya sebagai satu nikmat yang
harus ia syukuri .Syukur bukan semata berwujud kata-kata yang terucap, namun
syukur harus diungkapkan dengan komitmen dua hati dalam ketaatan kepada Allah
dan pengejawantahan adab Islami serta mematuhi batasan-batasan syara’.12
Sangat jelas jika dilihat dari tujuan pernikahan sangatlah baik apalagi dalam
Islam ini merupakan suatu ibadah. Hanya saja dalam kenyataannya banyak hal yang
sangat keliru seperti pelaksanaan perkawinan dalam hal ini pesta perkawinan
dijadikan sebagai alat gengsi yang tujuannya mengangkat derajat perkawinan
kedalam hal yang tidak semestinya. Dalam adat Makassar misalnya seseorang dalam
hal ini selaku pria harus memberikan sejumlah uang dalam hal pelaksanaan pesta
10Effendi Satria, Problematika Hukum Keluarga Kontemporer (Jakarta: Predana Media Grup,
2010), h. 29
11Ismayanti Yanti, Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Jakarta:
Depertemen Agama RI, 2004), h. 29.
12Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Fiqih Cinta Kasih (Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama,
2012 ), h. 19
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perkawinan. Tujuan dari pesta perkawinan tidak lain adalah untuk memberikan kabar
baik kepada terkhusus keluarga kerabat terumumnya kepada banyak masyarakat
bahwasanya telah sah menjadi pasangan suami-istri agar tidak lagi menimbulkan
fitnah.
Menggelar walimah pernikahan diperbolehkan dengan mengundang sanak
kerabat, teman, dan kaum fakir miskin untuk ikut merayakan pernikahan. Disebutkan
dalam Shahih al- bukhari bahwa rasulullah saw bersabda kepada Abdurrahman Ibn
Auf saat ia menikah :
 ٍةﺎَﺸِﺑ ْﻮَﻟَو ِْﱂَْوا13
Artinya :
“Adakan walimah ( kenduri pernikahan ) meskipun hanya dengan memotong
seekor domba,” sebagaimana beliau saw juga menggelar walimah ( Kenduri
Pernikahan ) ketika menikahi sebagian istri beliau, dengan 2 mud gandum.14
Dalam ikatan perkawinan sebagai salah-satu bentuk perjanjian (suci) antara
seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku
beberapa asas, di antaranya adalah :
a. Asas kesukarelaan
Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam.
Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-istri, tetapi
juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi
wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam
13Muhammad bin Ismail, al-Bukhari Al-Jami’ al-Shahih al-Mukhtasar, Juz 5 (Beirut : Dār
Ibnu Kasir, 1407 H/1987 M), h. 1983.
14Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Fiqih Cinta Kasih , h. 21-22.
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b. Asas persetujuan kedua belah pihak
Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis dari asas
pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan
pelaksanaan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang
pemuda, misalnya harus diminita lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut
sunnah nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari
berbagai sunnah nabi bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua
belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan.
c. Asas kebebasan memilih pasangan
Hal ini disebutkan dalam sunnah nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa
pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan
menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak
disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah)
dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu
atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan
kawin dengan orang lain yang disukainya.
d. Asas kemitraan Suami-Istri
Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami-istri dalam beberapa hal sama,
dalam hal yang lain berbeda : suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala
dan penanggung rumah tangga misalnya.
e. Asas untuk selama-lamanya
Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan
keturunan dan membina  cinta serta kasih saying selama hidup. Demikian QS al-Rūm
/30:21 menjelaskan :
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                      
                
Terjemahnya :
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran
Allah) bagi kaum yang berfikir.15
f. Asas monogami terbuka
Di dalam ayat 3 surat al-Nisā’ (4) dinyatakan bahwa seorang pria muslim
dibolehkan atau atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat
tertentu antaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang
menjadi istrinya. Dalam ayat 129 surat yang sama Allah menyatakan bahwa manusia
tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat
demikian. Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap istri itu maka Allah
menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih  baik kawin dengan seorang wanita saja.16
Berdasarkan asas asas tersebut telah dijelaskan bagaimana seharusnya
perkawinan itu dilakukan, yang dari hal tersebut telah diatur sedemikian rupa oleh
Islam. Perkawinan merupakan hal yang harus ditanggapi dengan serius maka dari itu
hal ini tidak bisa terlepas dari aturan-aturan yang kaitanya dengan masalah
perkawinan. Kemudian Islam mengatur bagaimana posisi laki-laki yang menjadi
suami dan pada posisi perempuan yang menjadi istri. Hal ini telah diatur oleh Islam
dengan penjelasan melalui Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad saw.
15Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 406.
16Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007 ), h. 139-
141.
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Selain itu dalam Islam, perkawinan merupakan ibadah, yang telah diatur
ketentuannya oleh Islam, baik rukun serta syarat yang harus terpenuhi dalam hal
perkawinan. Rukun perkawinan adalah suatu hal yang harus ada dan terpenuhi dalam
sebuah perkawinan, jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut
tidak sah. Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada empat di antaranya adalah
sebagai berikut:
1. Calon Mempelai Laki-Laki dan Perempuan.
Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua calon mempelai yang
akan melangsungkan perkawinan yaitu:
Syarat Mempelai Laki-Laki:
a. Bukan muhrim dari mempelai perempuan.
b. Atas kemauan sendiri, bukan terpaksa.
c. Jelas orangnya.
d. Tidak sedang menunaikan ihram haji.
Syarat Mempelai Perempuan:
a. Tidak berhalangan syar’i, yakni tidak bersuami, bukan muhrim dari mempelai
laki-laki dan tidak sedang menjalani masa iddah.
b. Atas kemauan sendiri.
c. Jelas orangnya.
d. Tidak sedang melakukan ihram haji. 17
17Andi Syahraeni, Bimbingan Keluarga Sakinah (Jl. Sultan Alauddin No.63 Makassar :
Alauddin University press, 2013), h. 80.
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2. Wali
Wali adalah salah satu rukun dari beberapa rukun pernikahan yang lima dan
tidak sah pernikahan tanpa ada wali. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19
menyatakan wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon
mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.






f. Tidak sedang menunaikan ihram haji.
3. Saksi
Imam Abu Hanifah, Imam Syafii dan Imam Malik sepakat bahwa saksi
termasuk syarat dari beberapa syarat sahnya nikah dan ulama’ jumhur berpendapat
bahwa pernikahan tidak dilakukan kecuali dengan jelas dalam pengucapan ijab dan
qabul dan tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan saksi-saksi hadir langsung dalam
pernikahan agar mengumumkan atau memberitahukan kepada orang banyak.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan dalam pasal 24 ayat 1 saksi
dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, saksi harus hadir dan
menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta pada waktu





d. Mendengarkan langsung perkataan Ijab-Qabul.
e. Dua orang laki-laki atau 4 orang perempuan.
f. Adil. 18
Pengertian akad nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 1
bagian c akad nikah ialah Rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang
diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh 2 orang saksi.
4. Ijab dan Qobul
Akad nikah menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 27 ayat 1 Ijab dan Qabul
antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan tidak berselang waktu.Pasal 28
ayat 1 Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang
bersangkutan. Pasal 29 ayat 1 yang berhak mengucapkan ijab ialah calon mempelai
pria secara pribadi. 19
Jadi pada dasarnya, ijab dan qobul  yang diucapkan oleh wali mempelai
perempuan dan qobul oleh mempelai laki-laki, merupakan bentuk kerelaan antar dua
belah pihak membentuk sebuah rumah tangga yang dibangun  atas dasar cinta dan
kasih sayang berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.
Syarat sahnya perkawinan adalah syarat yang apabila dipenuhi, maka
ditetapkan padanya seluruh hukum akad (perkawinan). Halalnya seorang wanita  bagi
calon suami yang akan menjadi pendampignya. Itu artinya, tidak diperbolehkan
wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai mahramnya, dengan sebab apapun
18Andi Syahraeni, Bimbingan Keluarga Sakinah, h. 80.
19Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 15.
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yang mengharamkan pernikahan diantara mereka berdua, baik itu bersifat sementara
maupun selamanya.
Berdasarkan beberapa pendapat pada uraian sebelumnya tentang perkawinan
banyak terdapat perbedaan dari segi konteks tetapi secara substansi adalah sama
bahwa perkawinan itu merupakan perjanjian antara seorang pria dengan seorang
wanita, guna untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketentuan Syariat Islam. Perjanjian  dalam perkawinan tidak sama dengan perjanjian
dalam perkara muamalah akan tetapi merupakan perjanjian suci untuk membentuk
keluarga yang kekal dan bahagia. Menurut Sayuti Talib dan Muh. Idris Ramulyo
perkawinan harus dilihat dari  tiga segi pandangan yaitu:
a. Perkawinan dari segi sosial
Perkawinan dari segi sosial adalah bahwa dalam setiap masyarakat (bangsa),
ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah
berkeluarga dianggap memiliki kedudukan yang terhormat.
b. Perkawinan dari segi agama
Dari sudut pandang agama, perkawinan merupakan suatu hal yang dipandang
suci lagi baik, karena itu tidak mengherankan jika semua agama pada dasarnya
mengakui keberadaan institusi perkawinan.
Islam merupakan ajaran yang menghendaki adanya keseimbangan hidup
antara jasmani dan rohani, antara duniawi dan ukhrawi, antara materi dan spiritual.
Oleh sebab itu, selain sebagai sunnatullah yang bersifat kodrati, perkawinan dalam
Islam juga merupakan sunnah Rasul-Nya.
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c. Perkawinan dari segi hukum
Perkawinan dari segi hukum, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan
(peristiwa) hukum yakni perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang mempunyai
kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh
kekuatan hukum.
Rasulullah saw menganjurkan kepada ummatnya yang sudah mapan untuk
segera membentuk rumah tangga, karena perkawinan merupakan perkara yang
mempunyai banyak hikmah, di antaranya sebagai berikut:
1. Sebagai kebutuhan biologis
Naluri seks adalah naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya
menuntut adanya jalan keluar. Kawin adalah jalan alami dan biologis yang paling
baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluriah seks tersebut.
 َْﻌَﲤ َﻲِﻫَو ،َﺐَﻨْـﻳَز َُﻪَﺗأَﺮْﻣا ﻰََﺗَﺄﻓ ،ًَةَأﺮْﻣا ىَأَر َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲا َلﻮُﺳَر ﱠنَأ ،ٍﺮِﺑﺎَﺟ ْﻦَﻋ ،َﺎَﳍ ًﺔَﺌﻴِﻨَﻣ ُﺲ
 :َلﺎَﻘَـﻓ ،ِِﻪﺑﺎَﺤْﺻَأ َﱃِإ ََجﺮَﺧ ﱠُﰒ ،ُﻪَﺘَﺟﺎَﺣ ﻰَﻀَﻘَـﻓ»،ٍنَﺎﻄْﻴَﺷ َِةرﻮُﺻ ِﰲ ُﻞِﺒْﻘُـﺗ ََةأْﺮَﻤْﻟا ﱠنِإ َِةرﻮُﺻ ِﰲ ُﺮِﺑْﺪُﺗَو
ﻪِﺴْﻔَـﻧ ِﰲ ﺎَﻣ ﱡدُﺮَـﻳ َﻚِﻟَذ ﱠنَِﺈﻓ ،ُﻪَﻠَْﻫأ ِتْﺄَﻴْﻠَـﻓ ًَةأَﺮْﻣا ُﻢُُﻛﺪَﺣَأ َﺮَﺼَْﺑأ اَذَِﺈﻓ ،ٍنَﺎﻄْﻴَﺷ20 ِ◌(ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور )
Artinya :
Dari Jabir,Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya wanita itu datang dan pergi
bagaikan syetan. Maka bila kamu melihat seorang wanita, datangilah
istrimu, karena yang demikian itu dapat menentramkan gejolak hatimu.”
(HR. Muslim).
2. Membentuk keluarga mulia
Perkawinan adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia,
memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang
oleh Islam sangat diperhatikan.
20Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz II (Bairut: Dar Ihya al-Turas, t.th),h.1021.
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3. Naluri kasih sayang
Tumbuhnya naluri kebapakan dan keibuan yang saling melengkapi, tumbuh
perasaan cinta dan sayang dalam suasana hidup dengan anak-anak, semua itu hanya
bisa diwujudkan melalui perkawinan.
4. Menumbuhkan tanggung jawab
Adanya rasa tanggung jawab yang dapat mendorong ke arah rajin bekerja,
bersungguh-sungguh dan mencurahkan perhatian, baik itu kepada istri dan anak yang
merupakan bagian dari tanggun jawabnya sebagai kepala rumah tangga.
5. Memperteguh silaturahim
Dengan perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, mempertreguh
kelanggengan,rasa cianta antara keluarga dan memperkuat hubungan dalam
kehidupan bermasyarakat.
6. Menunddukkan pandangan
Islam mendorong untuk segerah menika jika sudah mempunyai kemampuan
terhadap itu karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga
kemaluan, lebih menenangkan jiwa dan lebih menjaga agama. Juga dalam riwayat
lain dikatakan bahwa apabila ada keinginan untuk menikah tetapi  belum sanggup
make hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya. 21
Bertitik tolak dari uraian tersebut  dapat  dipahami bahwa hikma dari
perkawinan adalah merupakan suatu bentuk upaya untuk membentengi diri, dalam
menjalani hidup dan kehidupan sehingga terhindar dari hal-hal yang negatif, serta
sekaligus suatu bentuk pemantapan pendewasaan karena adanya kesadaran akan hak
dan kewajiban yang harus terbangun dalam sebuah rumah tangga.
21Fuaduddin, Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1999),  h. 25.
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Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma adalah merupakan nuansa
keluarga yang menjadi impian bagi semua orang.Namun hal itu bisa terwujudkan
apabila suami dan istri memahami hak dan kewajibannya masing-masing, saling
mendukung atas kelebihan (kebaikan) dan saling melengkapi dalam kekurangan.
Dalam hal ini diharuskan betul-betul memahami bahwa pernikahan yang di lakukan
niatnya tidak lain adalah sebagai ibadah, dalam mengharap ridho Allah swt.
B. Pengertian Adat
Adat merupakan bagian dari hukum secara menyeluruh, maka dapat dikatakan
bahwa hukum adat merupakan suatu sistem. Menurut Soepomo, maka (Soepomo
1977:25) : “Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya
merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam fikiran. Begitupun hukum
adat. Sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam fikiran bangsa Indonesia,
yang tidak sama dengan alam fikiran yang menguasai sistem hukum Barat. Untuk
dapat akan sistem hukum adat , oramg harus menyelami dasar-dasar alam fikiran
yang hidup didalam masyarakat Indonesia. Dalam bukunya : Het Adatrecht van Ned
Indie, yang sungguh merupakan “standdaarwerk”, tentang ilmu hukum adat, Van
Volen Hoven melukiskan susunan hukum adat pada tiap-tiap lingkaran hukum adat
(adatrechtskring) diseluruh kepulauan Indonesia. Dalam lukisan itu Van Vollen
Hoven menggunakan metode dan istilah-istilah ciptaannya sendiri, berlainan dari
pada metode dan istila-istilah hukum yang lazim dipakai dalam lukisan sistem hukum
Barat.22
22Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.61
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C. Unsur-unsur Adat
Perlu ditinjau sejenak mengenai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu
sistem hukum yang juga berlaku bagi sistem hukum adat. Unsur-unsur tersebut, yang
biasanya dinamakan gegevens van bet recht (dalam bahasa belanda), mencakup unsur
idil dan unsur riil. Unsur idil terdiri dari rasa susila, rasa keadilan dan rasio manusia,
untuk hidup dengan hati nurani yang bersih. Sedangkan unsur riil mencakup manusia
(dengan segenap mentalitasnya), lingkungan alam dan kebudayaan. 23






5. Kedudukan, peranan dari pelaksana peranan,




Suatu percobaan untuk menerapkan kerangka tersebut, belum pernah
dilakukan secara sistematis. Akan tetapi perlu diakui, bahwa penelitian terhadap
masing-masing unsur pokok secara terpisah memang pernah dilakukan, terutama oleh
para ahli hukum adat sebelum tahun lima puluhan.24
23Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, h. 123
24Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, h. 131-132.
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D. Kekuatan Hukum Adat
Baik Pancasila sebagai dasar Negara maupun sebagai pandangan hidup, juga
digali dari hukum adat yang sesungguhnya tidak lain adalah hukum asli bangsa kita
sendiri. Dengan demikian, hukum adat baru yang dibentuk harus berurat berakar
dalam hukum adat itu. Hukum adat juga merupakan salah satu sumber utama dalam
memperoleh ramuan bagi pembangunan hukum nasional, sedangkan hukum nasional
itu sendiri adalah suatu upaya unifikasi hukum. Upaya tersebut terutama dilakukan
melalui pembuatan peraturan tanpa mengabaikan tumbuh dan berkembangnya hukum
kebiasaan dan pengadilan dalam pembangunan hukum. Pengambilan bahan-bahan
dari hukum adat dalam menyusun hukum nasional sebagaimana telah dikemukakan
sebelumnya berarti hukum adat dan adat masyarakat Indonesia akan tetap lestari.25
Berdasarkan pada uraian tersebut dapat dipahami bahwasanya adat atau
kebiasaan merupakan suatu upaya pembangunan hukum nasional. Hukum adat yang
menjadi kebiasaan tertentu yang ada pada masyarakat juga bersifat mengikat bagi
yang meyakininya. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa hukum adat memberi suatu
nilai yang dalam tatanan hidup juga mengatur aspek kehidupan masyarakat.
Apabila pembicaraan dibatasi pada soal kepatuhan hukum, maka mungkin
timbul pertanyaan apakah semua warga masyarakat mematuhi hukum adat ? Secara
sosiologis, pasti ada warga-warga masyarakat (biasanya sebagian kecil), yang tidak
mematuhi hukum , dalam hal ini hukum adat. Kebudayaan khusus yang mereka anut,
merupakan suatu counter culture. Hal ini terutama disebabkan, oleh karena tidaklah
mungkin semua kepentingan manusia diatur oleh hukum, walaupun hukum adat
25Andi Rasdianah, Sistem pangngaderreng dalam latoa dengan sistem Syariat Islam
(Makassar, Alauddin University Press, 2013) h. 257
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sekalipun. Gejala tersebut, anatara lain, terwujud dalam kejadian-kejadian dimana
timbul peristiwa-peristiwa yang merupakan pelanggaran, seperti misalnya, kawin lari.
Masalah kepatuhan hukum di dalam hukum adat, secara analitis dapat dibedakan
dalam paling sedikit tiga kategori kepatuhan, apabila dilihat dari sudut faktor
penyebabnya. Ketiga kategori  tersebut adalah, sebagai berikut :
1. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan, oleh karena pemimpin-
pemimpin masyarakat memerintahkannya,
2. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan, oleh karena lingkungan sosial
menghendakinya,
3. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan, oleh karena seseorang
menganggapnya sebagai sesuatu yang sebanding atau adil.26
Berdasarkan pada uraian tersebut bahwa yang menjadi kekuatan hukum adat
tidak dapat terlepas dari kepatuhan pada hukum adat itu sendiri, kepatuhan pada
hukum adat disebabkan oleh karena pemimpin mayarakat, lingkungan sosial, serta
menganggap bahwa hukum adat merupakan sebanding atau bersifat adil. Inilah yang
menjadi dasar bagi kekuatan hukum adat yang dipatuhi oleh sebagian masyarakat
yang meyakini hukum adat sebagai bagian dari hukum yang mengatur kehidupan
masyarakat.
E. Hukum Adat dalam Perkawinan
Tidak bisa dipungkiri bahwasanya adat kebiasaan itu tidak bisa terlepas
didalam kehidupan manusia yang ada di Indonesia, sebab itu adat telah mengikat
keberhidupan masyarakat mulai dari perilaku sampai pada tatanan sosial masyarakat.
Dalam hal perkawinan misalkan, daerah-daerah seperti halnya yang ada di Makassar
26Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, h. 339.
31
itu dalam pelaksanaan perkawinannya tidak terlepas dengan adat kebiasaan yang
menjadi ciri khas tersendiri dalam hal budaya perkawinan.
Pembahasan tentang subjek perkawinan, pada dasarnya berarti membicarakan
mengenai siapa yang boleh melangsungkan perkawinan dengan siapa. Perkataan
siapa mengandung arti bahwa yang dapat melansungkan perkawinan itu hanyalah
subjek hukum yang dinamakan pribadi kodrati. Tetapi, kiranya tidak setiap pribadi
kodrati yang dapat melangsungkan perkawinan.27
Perkawinan pada masyarakat yang majemuk, seperti halnya di Indonesia yang
masing-masing daerah atau wilayah mempunyai adat kebiasaan masing-masing
dalam kaitannya dengan perkawinan. Berbeda adat perkawinan yang ada di Jawa
misalkan, dengan adat perkawinan yang ada pada masyrakat Bugis-Makassar. Tetapi
secara keseluruhan, hal ini dibangun dengan landasan mempertahankan budaya yang
dianggap baik dalam melestarikan suatu kebiasaan yang sudah turun menurun
dilakukan dalam hal palaksanaan perkawinan.
F. Perkawinan menurut Adat Bugis-Makassar
1. Pengertian Perkawinan Adat Bugis-Makassar
Sistem Perkawinan bagi suku Bugis-Makassar dan suku lainnya di Sulawesi
selatan ialah endogami, dalam rumpun keluarga. Pengertian endogami, sering
diartikan berlaku bagi endogami desa. Konsekuensi dari endogami dalam rumpun
keluarga adalah tidak adanya larangan kawin antara Cross-cousin, ataupun secara
parallel-cousin. Perkawinan secara parallel-cousin merupakan pula konsekuensi dari
prinsip keturunan bilateral, bahwa tidak  ada yang lebih  utama antara garis keturunan
ayah dari pada ibu. Perkawinan eksogam rumpun sudah banyak pula terjadi di
27Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, h. 217.
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kalangan kaum muda terdidik. Bagi masyarakat Bugis-Makassar, marriage
preference mereka adalah perkawinan dengan sepupu dua kali. Perkawinan
endogamy adalah untuk tetap menjaga kemurnian darah dan juga harta benda supaya
tidak tersebar. Perkawinan antara saudara-saudara sepupu tersebut, walaupun
dianggap ideal, bukan sesuatu hal yang diwajibkan, sehingga banyak pemuda dapat
saja kawin dengan gadis-gadis yang bukan saudara-saudara sepupunya. Adapun
perkawinan-perkawinan yang dilarang karena dianggap sumbang (salimara’) adalah
perkawinan antara anak dengan ibu atau ayah, antara saudara-saudara sekandung,
antara menantu dan mertua antara paman atau bibi dengan kemonakannya, dan antara
kakek dan nenek dengan cucu. Kehidupan sosial kelompok masyarakat diatur oleh
berbagai norma adat yang tidak ditentukan oleh naluri secara biologis, tetapi
ditentukan oleh kultur. Konsepsi logis keadaan seperti itu timbul beraneka ragam
bentuk kelompok keluarga dan kekerabatan antara etnik yang tidak hanya terjadi pada
kelompok masyarakat yang tinggalnya berdekatan tetapi juga pada masyarakat yang
tinggalnya berjauhan.28
Dalam hal perkawinan adat Bugis-Makassar dapat diambil suatu kesimpulan
dari penjelasan sebelumnya bahwa, yang menjadi perkawinan ideal menurut
kebiasaan adalah perkawinan dengan keluarga serumpun lebih baik nya adalah
keluarga dari sepupu dua kali. Ini yang menjadi perkawinan yang dinilai baik sebab
dengan perkawinan seperti itu akan menjaga kemurnian adat serta menjaga harta
benda supaya tidak tersebar, maksudnya adalah harta benda yang dipunyai ini akan
tetap pada keluarga dengan menjaganya lewat perkawinan denga keluarga sendiri.
28Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Makassar
: Indobis Publishing), h. 37.
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Namun, perlu digaris bawahi bahwa perkawinan dengan sepupu ini bukan menjadi
hal yang wajib dilakukan, seseorang berhak menentukan pasangannya masing-masing
selagi masih dalam restu kedua belah pihak dan menjadi kesepakatan bersama. Hanya
saja perkawinan yang dianggap ideal tidak dengan memilih gadis dari keturunan yang
lain tapi bukan menjadi hal yang terus menerus harus dilakukan.
Dalam Kehidupan sosial etnik Makassar, sistem kekerabatan memegang
peranan penting yang disebut bija pammanakang. Hubungan kekerabatan mereka
sangat erat sehingga tidak ada suatu urusan yang tidak melibatkan anggota keluarga
dan kerabat, terutama dalam upacara lingkaran hidup. Peranan pammanakang akan
Nampak dalam hal yang berhubungan dengan masalah siri’ dan pacce’ siri’, adalah
perasaan malu yang menyangkut martabat dan harga diri, sedangkan pacce’ biasa
diterjemahkan dengan perasaan perih. Apabila salah seorang anggota kerabat
mendapat suatu musibah yang dapat menimbulkan perasaan malu, maka perasaan
malu itu tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan tetapi juga oleh bija
pammanakang. Pranata yang terangkum dalam konsep siri’ dan pacce’ adalah proses
karakteristik etnik Makassar dalam mengidentifikasi etnik mereka sebagai etnik yang
teguh pada prinsip dan rela mati untuk mempertahankan kebenaran. Otoritas siri’ dan
pacce’, dapat dipahami dalam ungkapan ikkambe Mangkasaraka punna teai siri’
pacceseng nipabulo sibatang, artinya kami orang Makassar, kalau bukan karena siri’
maka pacce’lah yang mempersatukan kami.29
Bertitik tolak dari uraian tersebut, dapat diambil suatu hikmah yang begitu
baik dan bijak bahwasanya dalam hal menjaga martabat diri dengan prinsip siri’ dan
pacce’ yang kemudian dapat menimbulkan sistem kebudayaan yang baik untuk
29Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, h. 38.
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dipertahankan, sebab dalam penjelasan tersebut peneliti melihat bahwasanya jika
salah seorang merasa malu dan terhina martabatnya maka bukan hanya dia yang
merasakan perihnya melainkan semua kerabat keluarga yang merasakan juga
akibatnya, Hal ini tentu dapat menjadi suatu sistenm yang baik dikarenakan adanya
rasa impati yang besar satu sama lain, satu orang merasakan sakit maka kerabat yang
lain juga akan merasakan perihnya, maka dengan budaya siri’ dan pacce’ untuk
kalangan Bugis-makassar , sampai saat ini masih dipertahankan dan dilestarikan.
Orang Makassar,  terutama yang tinggal di daerah pinggiran masih terikat oleh
berbagai sistem norma dalam hidup dan kehidupannya. Kultur yang dianggap luhur
dan suci memengaruhi keseluruhan perilakunya. Apabila terjadi pelanggaran atas
salah satu unsur kultur, maka akan memperoleh sanksi sosial, antara lain berupa
pemencilan. Sanksi pembunuhan sering terjadi apabila pelanggaran berkisar pada
masalah siri’ dan keseluruhan sistem norma biasa disebut pangadakkang.
Pangadakkang menjadi acuan dalam kehidupan berumah tangga dan lapangan
hidup.30
Kultur yang hidup dalam masyarakat akan memengaruhi keseluruhan perilaku
masyarakat juga , begitu pula yang terjadi di daerah Makassar, yang mempunyai ciri
khas atau karakteristik budayanya sendiri. Tetapi jika dinilai dengan seksama maka
dapat diketahui bahwasanya dalam kehidupan budaya Makassar itu baik dari segi
menjaga martabat dan mempertahankan kebenaan dengan budaya siri’ atau rasa malu
yang ditempatkan pada seseuatu hal yang menjaga nama baik serta perilakunya di
tengah-tengah masyarakat.
2. Bagian-bagian Adat dalam Perkawinan Adat Bugis-Makassar
30Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, h. 41.
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Pada masyarakat Bugis-Makassar dalam hal mencari jodoh, adat menetapkan
bahwa sebagai perkawinan yang ideal ialah:
a. Perkawinan yang disebut assialang marola ialah perkawinan antara saudara
sepupu derajat kesatu baik dari pihak ayah maupun ibu.
b. Perkawinan yang disebut assialanna memang ialah perkawinan antara saudara
sepupu derajat kedua, baik dari pihak ayah maupun ibu.
c. Perkawinan antara ripadeppe’ mabelae ialah perkawinan antara saudara sepupu
derajat ketiga juga dari kedua belah pihak. 31
Dalam hal perkawinan adat Bugis-Makassar mulai dari  peminangan sampai
pada pelaksanaan perkawinan juga mempunya ciri khas yang membedakan dengan
budaya di daerah lainnya, berbeda budaya jawa dengan budaya perkawinan
Makassar. Dalam hal ini, dapat diketahui bagian-bagian yang tidak terlepas dari
perkawinan adat bugis-makassar diantaranya :
1. Mappuce-puce (akkuissing dalam bahasa Makassar)
Dalam hal ini ialah kunjungan dari keluarga si laki-laki kepada keluarga si
gadis untuk memeriksa kemungkinan apakah peminangan dapat dilakukan. Kalau
kemungkinan apakah peminangan dapat dilakukan. Kalau kemungkinan itu tampak
ada, maka diadakan.
2. Masuro (assuro dalam bahasa Makassar)
Assuro ialah kunjungan dari utusan pihak keluarga laki-laki kepada keluarga
si gadis untuk membicarakan waktu pernikahan, jenis sunreng atau mas Kawinnya,
belanja perkawinan, dan penyelenggaraan pestanya dan sebagainya.
3. Madduppa (ammuntuli dalam bahasa Makassar)
31Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, h. 220.
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Ammuntuli ialah pemberitahuan kepada semua kaum kerabat mengenai
perkawinan yang akan datang.
Hari pernikahan dimulai dengan mappaenre’ balanja (appanai’ leko’ dalam
bahasa Makassar), ialah prosesi dari mempelai laki-laki disertai rombongan dari
kaum kerabatnya, pria-wanita, tua-muda dengan membawa macam-macam makanan,
pakaian wanita dan maskawin. Sampai dirumah mempelai wanita maka
dilangsungkan upacara pernikahan, yang dilanjutkan dengan pesta perkawinann atau
aggaukeng. Pada pesta itu para tamu yang diluar diundang member kado atau uang
sebagai sumbangan (saloreng). Pada zaman dahulu saloreng itu berbentuk sawah
atau ternak dan asal dari pihak paman (keluarga dekat dari kedua mempelai). Upacara
member saloreng itu bisa mendapat sifat dari perlombaan beri-memberi antara kedua
belah pihak. Apabila misalnya dalam upacara adat itu salah seorang paman member
pengumuman, bahwa untuk keponakannya yang kawin itu ia memberi sepetak sawah,
maka pihak kerabat pengantin laki-laki akan malu kalau tidak ada seorang di antara
mereka mengumumkan pemberian kepada kemanakannya yang melebihi saloreng
dari pihak kaum kerabat pengantin wanita. Beberapa hari setelah pernikahan,
pengantin baru mengunjungi keluarga si suami dan tinggal beberapa lama di sana.
Dalam kunjungan itu, si isteri baru harus membawa pemberian-pemberian untuk
semua anggota keluarga si suami. Kemudian ada kunjungan ke keluarga si isteri, juga
untuk pemberian-pemberian kepada kepada mereka semua. Pengantin baru juga harus
tinggal untuk beberapa lama di rumah keluarga itu. Barulah mereka dapat menempati
rumah sendiri sebagai nalaoanni alena. Hal itu berarti bahwa mereka sudah
membentuk rumah tangga sendiri.32
32Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, h. 60-63.
37
Bertitik tolak dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa begitu besar rasa
tanggung jawab kerabat kedua belah pihak saat telah berlangsungnya perkawinan.
Juga dari penghargaan kerabat yang telah dipertemukan antara kedua belah pihak jika
pengantin baru misalkan pada si Isteri harus lebih dahulu mengunjungi keluarga
pihak suami dan tinggal beberapa lama. Ini yang kemudian dapat dipetik hikmahnya
bahwa betapa besar rasa hormat kepada kedua belah pihak ketika telah ada
kesepakatan perkawinan antara kedua belah pihak.
G. Fenomena Masalah Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Akibat Pengaruh
Adat.
1. Pengertian pembatalan perkawinan menurut undang-undang
Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dapat batal (neiting) atau fasid
(dapat dibatalkan/vernietigbaar). Perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat
abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka
pembatalannya bersifat abadi. Sedang yang melanggar larangan yang bersifat
sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan hukum agama,
kemaslahatan dan administrasi, maka pembatalannya bersifat sementara. Untuk
mengetahui sampai sejauh mana, akibat hukum suatu akad nikah, maka perlu
diketahui status hukum akad nikah yang dilangsungkan itu sehubungan dengan
lengkap atau tidaknya rukun dan syarat yang wajib ada didalamnya. Jika suatu akad
perkawinan kurang satu atau beberapa rukun atau syarat disebut perkawinan yang
tidak sah. Tidak sahnya suatu akad perkawinan dapat terjadi sebab tidak dipenuhinya
salah satu diantara rukun-rukunnya disebut akad perkawinan yang batal, dan dapat
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pula terjadi sebab tidak dipenuhi salah satu syaratnya disebut akad perkawinan yang
fasid.33
Disebut batalnya perkawinan dari penjelasan tersebut adalah jika tidak
terpenuhinya salah satu atau beberapa rukun dan syarat perkawinan yang ada dalam
agama. Maka dari satu pihak dapat saja membatalkan perkawinan tersebut dengan
landasan yang ada dalam Undang-undang.
Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pembatalan perkawinan diatur dalam Bab IV
pasal 22-28, dalam bab ini diterangkan alasan-alasan pembatalan perkawinan, dan
para pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan serta akibat hukum dari
dibatalkannya suatu perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pembatalan
perkawinan diatur dalam Bab XI, materi rumusannya hampir sama dengan yang
dirumuskan dalam Bab IV UU No. 1 Tahun 1974. Yang penting untuk dicatat,
rumusan KHI lebih jelas terperinci perbedaan alasan pembatalan :34
a. Pembatalan atas penyelenggaraan larangan, “batal demi hukum” (Pasal 70 KHI)
b. Pembatalan atas pelanggaran syarat, “dapat dibatalkan” (Pasal 71 KHI)
Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama dalam
daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami
istri. Acara pembatalan perkawinan disamakan denga acara untuk gugatan perceraian
Pengadilan Agama dalam memeriksa permohonan pembatalan perkawinan
memperlakukan ketentuan pembatalan perkawinan diajukan dalam suatu permohonan
sehingga akan berakhir dengan keputusan berupa penetapan (Beshchikking).
33Abd. Shomad, Hukum Islam (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), h. 280.
34Abd. Shomad, Hukum Islam, h. 281.
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Pembatalan suatu akad perkawinan mulai berlaku setelah keputusan pengadilan
mempunyai ketentuan hukum yang tetap dan  berlaku surut sejak berlangsungnya
akad perkawinan, kecuali terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu.
Suami atau istri yang bertindak atas iktikad baik, serta orang ketiga sepanjang mereka
memperoleh hak dengan iktikad baik sebelum keputusan hukum yang tetap itu.
Pembatalan akad perkawinan berlaku terhadap segala bentuk akad perkawinan yang
tidak sah, baik setelah terjadi pesrsetubuhan antara suami istri maupun belum. Sambil
menunggu penyelesaian proses pembatalan perkawinan, maka sejak diketahui tidak
sahnya akad perkawinan itu suami-istri dilarang berkumpul agar tidak terjadi wati
syubhat antara keduanya, yakni persetubuhan yang diragukan sahnya sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1954.35
Berdasarkan uraian tersebut telah dijelaskan tentang persoalan bagaimana
sehingga terjadi pembatalan perkawinan menurut undang-undang. Dapat diketahui
bahwasanya yang menjadi sebab batalnya perkawinan adalah jika di kemudian hari
setelah terjadinya akad perkawinan ditemukan ada salah satu atau beberapa hal yang
tidak terpenuhi dalam hal rukun dan syarat perkawinan. Maka penjelasan dari
ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dapat saja terjadi pembatalan
perkawinan.
2. Pengertian pembatalan pelaksanaan perkawinan akibat pengaruh adat
Pembatalan pelaksanaan perkawinan artinya tidak tercapai perkawinan baik
pesta pelaksanaan maupun ijab Kabul dikarenakan adanya pengaruh adat yang
menghambat terlaksananya perkawinan, dalam hal ini terkait masalah biaya pesta
35Abd. Shomad, Hukum Islam, h. 281.
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perkawinan atau biaya walimah atau Doe menre’/ uang panai’ dalam adat Bugis-
Makassar.
Biaya walimah atau dalam adat Makassar disebut dengan uang panai’. Besar
kecilnya uang belanja ini tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Perlu
dikemukakan bahwa uang belanja bagi etnis Makassar kuantitasnya cukup besar
dibanding dengan etnik lain seperti di Jawa. Pihak yang mewakili keluarga untuk
melamar, tentu akan mempersiapkan diri sejak dari rumahnya seperti telah
dikemukakan, karena masih ada masalah yang perlu dirundingkan, yaitu kesepakatan
uang belanja juga mas kawin. Adat Uang panai’ ini seringkali dimaknai dengan keliru
karena dianggap atau atau dipersamakan dengan mahar. Padahal uang panai’ tersebut
berbeda dengan mahar. Kedudukannya sebagai uang adat yang terbilang wajib
dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak keluarga mempelai. Uang adat
ini juga semakin berat ketika keluarga mempelai perempuan meminta Sompa (harta
tidak bergerak seperti sawah dan kebun), Erang-erang (aksesoris resepsi pernikahan).
Melihat realitas yang ada adat Uang panai’ atau Doe belanja ini sudah bergeser dari
maksud sebenarnya, uang panai’ sudah menjadi ajang gengsi untuk memperlihatkan
kemampuan ekonomi secara berlebihan, tak jarang untuk memenuhi permintaan uang
panai’ tersebut maka calon mempelai pria harus rela berutang, karena apabila
prasyarat uang panai’ tidak terpenuhi akan dianggap sebagai malu atau siri’. Bahkan
tak jarang permintaan biaya pesta perkawinan ini diangap sebagai senjata penolakan
pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di
beberapa daerah di Indonesia berbeda-beda di karenakan sifat kemasyarakatan, adat
istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Serta hal
itu di karenakan juga oleh adanya kemajuan dan perkembangan zaman. Dengan
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demikian selain adat itu sendiri di sana sini telah mengalami perkembangan dan
pergesaran nilai bahkan dewasa ini sangat cenderung dan bahkan sering terjadi dalam
hal pelaksanaan perkawinan. 36
Berdasarkan pada uraian tersebut dalam persoalan adat uang panai’ dalam hal
ini adalah permintaan pihak perempuan mengenai tambahan biaya resepsi pernikahan
yang sebelumnya sudah ada kesepakatan pada awalnya terkait dengan Uang panai’
yang harusnya tinggal melaksanakan pesta perkawinan. Namun dalam hai ini pihak
perempuan telah ingkar janji dengan membatalkan pelaksanaan  perkawinan secara
sepihak. Oleh karena itu wajarlah jika pihak laki-laki ingin meminta kembali hak nya
dalam hal ini uang panai’ sebab batalnya perkawinan dan mengajukan gugatan
terhadap pihak perempuan ke pengadilan yang berkewenangan untuk mengadili.




A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Menurut Strauss dan Corbin (1997), yang dimaksud dengan penelitian
kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak
dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara lain
dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan
untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi
organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.1
Pandangan lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian
untuk melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang
berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.2
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penelitian kualitatif dalam penelitian
ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait
berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti langsung mengamati
peristiwa-pristiwa di lapangan yang berhubungan langsung terkait dengan
“Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Akibat Pengaruh Adat (Analisis Hukum Atas
Kasus Perkara No. 39/Pdt.G/2016/PN Sgm).”
Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan.3 Tempat
penelitian adalah di Pengadilan Negeri Sungguminasa karna dalam proses hukum
1V.Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta, PT.Pustaka Baru, 2014), h.19.
2Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya ( Jakarta: Bumi Aksara, 2007),
h. 14.
43
yang terjadi lebih kepada penegak hukum yang terkait dalam menyelesaikan masalah
di Pengadilan lewat jalur mediasi.
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah  bagaimana menganalisis
proses hukum yang ada dalam putusan terkait dengan pembatalan pelaksanaan
perkawinan akibat pengaruh adat yang jatuh putusan di Pengadilan Negeri
Sungguminasa.
B. Pendekatan penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir
yang di pergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain
pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang
diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan
dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan
multi disipliner.
Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti  sebagai berikut :
1. Pendekatan yuridis
Pendekatan Yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji suatu
undang-undang yang tentunya terkait dalam pembahasan pembatalan perkawinan.
2. Pendekatan syar’i
Pendekatan syar’i yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmu syari’ah
terhusus fiqih Islam yang terkait dengan masalah munakahat yang termasuk
didalamnya membahas mengenai hukum perkawinan dalam Islam yang dapat
dijadikan sebagai acuan didalam pembahasan.
3V.Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, h. 73.
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3. Pendekatan sosiologis
Pendekatan sosiologis yaitu melakukan suatu analisa terhadap suatu keadaan
masyarakat berdasarkan aturan hukum Islam atau perundang-undangan yang berlaku
yang terkait dengan perkawinan.4
C. Sumber Data
Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai
berikut:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan
informan. Dalam penelitian ini yang menjadi informasi kunci adalah Para hakim dan
pengacara yang terlibat dalam menangani perkara di pengadilan negeri
sungguminasa. Untuk sumber data primer ini jumlahnya 3 orang informan. Dari 3
orang tersebut terdiri dari:
a. Hakim Mediator : 1 orang
b. Hakim Putusan : 1 orang
c. Pengacara/Advokat : 1 orang
Tabel II
Tentang, Informan
No NAMA JABATAN SAMPEL KET
1 Khusnul Khatimah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri
Sungguminasa
1 orang
2 Elly Sartika Achmad, S.H. Hakim Pengadilan Negeri
Sungguminasa
1 orang
3 Dahlang S.Ag.,SH.,MH. Pengacara/Advokat 1 orang
4Muliati Amin, Dakwah Jamaah (Disertasi) (Makassar: PPS. UIN Alauddin, 2010),  h. 129.
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JUMLAH INFORMAN  3 orang
2. Data Sekunder
Data yang didapat dari catatan, buku, majalah, berupa laporan keuangan
publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah,
dan lain sebagainya.5
D. Metode Pengumpulan Data
Adapun yang menjadi teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu
sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati
dan mencatat secara sistematis gejalah-gejalah yang diselidiki. Hal yang  hendak di
observasi haruslah diperhatikan secara detail. Dengan metode observasi ini bukan
hanya hal yang didengar saja yang dapat dijadikan informasi tetapi gerakan-gerakan
dan raut wajah pun mempengaruhi observasi yang di lakukan.
2. Wawancara
Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung
secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara
langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara mendalam dan
detail. Dalam mengambil keterangan tersebut digunakan model snow-ball sampling
yaitu menentukan jumlah dan sampel tidak semata-mata oleh peneliti.Peneliti
bekerjasama dengan informan, menentukan sampel berikutnya yang dianggap
penting. Teknik semacam ini menurut Frey ibarat bola salju yang menggelinding saja
dalam menentukan subjek penelitian.Jumlah sampel tidak ada batas minimal atau
5V.Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, h.73-74.
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maksimal yang penting telah memadai dan mencapai data jenuh yaitu tidak
ditentukan informasi baru lagi tentang subjek penelitian.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam
bahan yang berbentuk dokumen.Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk
surat-surat, catatan harian, cendramata, foto dan lain sebagainya.Sifat utama ini tak
terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi ruang kepada peneliti untuk
mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan
dokumenter terbagi beberapa macam yaitu autobiografi, surat-surat pribadi, buku
catatan harian, memorial, klipping, dokomen pemerintah atau swasta, data diserver
dan flashdisk, data tersimpan di website dan lain-lain.6Teknik ini digunakan untuk
mengetahui sejumlah data tertulis yang ada dilapangan yang relevan dengan
pembahasan penelitian.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1. Peneliti sebagai intrumen pertama
2. Pedoman wawancara atau daftar pertanyaan adalah sejumlah pertanyaan yang
disusun untuk mengetahui hasil penelitian dari informan.
3. Handphone adalah alat yang digunakan untuk keperluan dokumentasi
sekaligus digunakan sebagai alat perekam suara.
4. Alat tulis digunakan sebagai bahan untuk mencatat suatu informasi yang
berkaitan dengan penelitian.
6Suwardi Endarsawara, Penelitian Kebudayaan:Idiologi, Epistimologi dan Aplikasi
(Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 116.
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
1. Pengolahan data
Pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data
dilapangan, sehingga siap digunakan untuk menganalisis. Adapun yang termasuk
dalam teknik pengolahan, yaitu:
a. Seleksi Data, yaitu memilih data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang
akan dibahas.
b. Pemeriksaan Data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai
kelengkapannya serta kejelasan.
c. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar
memudahkan dalam mendeskripsikannya.
d. Penyusunan Data, yaitu data yang disusun menurut aturan yang sistematis sebagai
hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang
diajukan.
2. Analisis Data
Analisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian7.
Setelah pengolahan data, peneliti kemudian menganalisis data dengan menggunakan
metode analisis deskriptif kualitatif, artinya analisis data yang dilakukan dengan
menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk
kalimat guna memberikan gambaran garis besar untuk menarik suatu kesimpulan.
7Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian,(Ed.2, Cet. Ke-24; Jakarta: Rajawali Pers, 2013),
h. 40.
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G. Pengujian Keabsahan Data
Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan Triangulasi
sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik
derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang
berbeda dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti akan membandingkan hasil
pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara
dengan putusan pengadilan yang terkait dengan permasalahan.
Dalam penelitian Kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila
tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya
terjadi pada objek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data
menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada
konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap
individu dengan berbagai latar belakangnya. Oleh karna itu bila terdapat 10 peneliti
dengan latar belakang yang berbeda meneliti pada objek yang sama, akan
mendapatkan 10 temuan, dan semuanya dinyatakan valid, kalau apa yang ditemukan
itu tidak berbeda dengan kenyataan sesungguhnya yang terjadi pada objek yang
diteliti.8
8Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatip dan Kualitatif dan R&D, h. 268.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Faktor yang Memengaruhi Batalnya Pelaksanaan Perkawinan pada Studi
Kasus Perkara No. 39/Pdt.G/2016/PN Sungguminasa
Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah dan
mufakat, baik didalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggaan, memulai suatu
pekerjaan maupun mengakhiri suatu pekerjaan, apalagi yang bersifat “peradilan”
dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dan yang lainnya, diutamakan
jalan penyelesaiannya secara rukun dan damai secara musyawarah dan mufakat,
dengan saling memaafkan tidak begitu saja terburu-buru pertikaian itu langsung
dibawa dan disampaikan ke pengadilan Negara. Corak musyawarah dan mufakat ini
dalam penyelesaian perselisihan biasanya didahului oleh adanya semangat i’tikad
baik, adil, dan bijaksana dari orang yang dipercaya sebagai “penengah” perkara atau
semangat dari majelis permusyawaratan adat.
Menurut Dahlang, Advokat yang mendampingi pihak penggugat dalam hal ini
adalah pihak laki-laki melalui wawancara yang penulis lakukan bahwa faktor yang
memengaruhi batalnya pelaksanaan perkawinan pada studi kasus perkara No.
39/Pdt.G/2016/PN Sgm yaitu murni dengan pengaruh adat yang disebabkan setelah
adanya perjanjian atau kesepakatan mengenai pelaksanaan perkawinan yang telah ada
bukti pemberian uang panai’ dan cincin kawin yang harusnya pesta perkawinan (adat
perkawinan) akan terlaksana namun yang terjadi adalah dari pihak perempuan yang
kemudian membatalkan secara sepihak perkawinan tersebut karna dicampuri oleh
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salah satu dari pihak keuarga perempuan yang tidak mengindahkan keinginan dari
pihak laki-laki.1
Batalnya pelaksanaan perkawinan karna atas dasar ketidaksesuaian dari kedua
belah pihak antara laki-laki dan pihak perempuan mengenai kesepakatan atau
perjanjian berkenaan dengan pelaksanaan perkawinan, harusnya dalam setiap hal
yang kemudian menjadi persoalan dan tidak harus masuk dalam ranah pengadilan
melainkan lebih mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan perkara demi
tujuan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan demi kebaikan bersama.
Menurut Elly Sartika Achmad, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa
melalui wawancara yang penulis lakukan bahwa faktor yang memengaruhi
pembatalan pelaksaan perkawinan oleh karna dari satu pihak ada rasa
ketersinggungan yang dalam adat bugis Makassar dikarenakan budaya Siri’ akhirnya
dari persoalan kesepakatan terkait denga pesta perkawinan di satu pihak yang tidak
puas akan kesepakatan dan akhirnya membatalkan perkawianan, dan setelah masuk
ke dalam ranah pengadilan, mereka para pihak telah bersepakat bahwasanya
perkawinan ini tidak perlu lagi dilaksanakan akan tetapi baiknya karna kedua belah
pihak yang berperkara masih ingin menempuh jalur perdamaian atau disebut dengan
mediasi yang pada akhirnya dibuatlah putusan untuk memperkuat hasil kesepakatan
antara kedua belah pihak.2
Kultur yang hidup dalam masyarakat akan mempengaruhi keseluruhan
perilaku masyarakat juga , begitu pula yang terjadi di daerah Makassar, yang
1Dahlang, Advokat Kantor advokat Dahlan dan Rekan, Wawancara di Pengadilan Negeri
Sungguminasa, Pada Tanggal 21 Desember 2016.
2Elly Sartika Achmad, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara di Pengadilan
Negeri Sungguminasa, Pada Tanggal 27 Desember 2016.
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mempunyai ciri khas atau karakteristik budayanya sendiri. Tetapi jika dinilai dengan
seksama maka  dapat diketahui bahwasanya dalam kehidupan budaya Makassar itu
baik dari segi menjaga martabat dan mempertahankan kebenaran dengan budaya siri’
atau rasa malu yang ditempatkan pada seseuatu hal yang menjaga nama baik serta
perilakunya di tengah-tengah masyarakat.
Dalam wawancara penulis bersama Khusnul Khatimah, yang merupakan
Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sekaligus mediator para pihak, beliau
mengatakan bahwasanya yang menjadi faktor batalnya perkawinan ini karna diantara
kedua belah pihak ada pihak ke-tiga yang tidak merespon baik terjadinya pernikahan
yang kemudian pada akhirnya dari pihak laki-laki menggugat ke pengadilan untuk
meminta haknya serta mencari keadilan dalam persoalan ini. Dalam hal ini mereka
para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya dengan jalur mediasi. Dalam proses
perkawinan kita di adat bugis Makasar yang mengharuskan terlangsungya prosesi
baik kesepakatan secara Adat, Agama dan KUA sebagai lembaga yang
berkewenangan. Dan dalam perkara ini ada beberapa hal yang tidak terjadi
kesepakatan pada prosesi acara pesta perkawinan (adat perkawinan).3
Jika dilihat dari penjelasan tersebut dapat ditarik sebuah asumsi bahwasanya
yang menyebabkan terjadinya permasalahan yang sampai membatalkan pelaksanaan
perkawinan ini terjadi atas pengaruh yang kuat dari segi pelaksanaan pesta
perkawinan (adat perkawinan) ditambah lagi dari satu pihak yang merasakan
ketersinggungan sampai pada suatu pembatalan secara sepihak karna atas dasar tidak
menemui kecocokan satu sama lain. Ini terjadi sebelum adanya akad pernikahan atau
3Khusnul Khatimah, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara di Pengadilan
Negeri Sungguminasa, Pada Tanggal 21 Desember 2016
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yang kenal dengan istilah ijab dan qabul artinya permasalahan ini masih dalam rana
pra-pernikahan. Padahal jika kita melihat pernikahan ini merupakan suatu ikatan yang
sangat kuat dan didasari atas keinginan yang kuat untuk bersama, tapi lain halnya jika
pernikahan ini dilandasi atau didasari atas pertikaian maka akan sangat jelas
kedepannya akan merusak hubungan satu sama lainnya apalagi dengan para keluarga
masing-masing.
Menurut ajaran agama Islam Perkawinan merupakan suatu ikatan batin
maupun ikatan  lahir selama hidup antara suami dan istri untuk hidup bersama
menurut syariat Islam dan memperoleh keturunan. Hal ini bukan saja mengandung ari
adanya suatu persetujuan antara suami dan istri, yang dimateraikan dengan hubungan
perkawinan, melainkan mempunyai makna religius. Perkawinan adalah sah jika telah
diucapkan “Ījāb dan qobūl ” dihadapan dua orang saksi pria.4
Agama Islam juga mengharuskan adanya persetujuan bersama sepenuhnya
antara kedua belah pihak tentang perlangsungan perkawinan, namun dalam kasus ini
setelah penulis melakukan penelitian dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwasanya
disini sebelumnya telah ada perjanjian dimana pihak laki-laki memberikan uang
panai’ dan sebuah cincin yang artinya secara perjanjian harusnya pelaksanaan
perkawinan harusnya terpenuhi dan diurusi oleh pihak perempuan namun dalam
kenyataanya terjadi ingkar janji dimana pihak perempuan membatalkan secara
sepihak perkawinan dengan dasar adanya ketersinggungan yang disebabkan
ketidakcocokan mengenai pembicaraan terkait dengan pesta perkawinan, dan sampai
akhirnya terjadilah pembatalan pelaksanaan perkawinan.
4Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda (Bandung : Penerbit
Mandar Maju , 2002) h. 67
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B. Analisis Hukum Terhadap Proses Penyelesaian Masalah pada Studi Kasus
Perkara No. 39.G/Pdt/2016/PN Sgm
Berdasarkan wawancara dengan Khusnul Khatimah, yang merupakan Hakim
Pengadilan Negeri Sungguminasa sekaligus mediator para pihak, mengatakan
bahwasanya kasus ini sebenarnya tidak hanya dapat dilihat sebagai pembatalan
perkawinan melainkan lebih kepada kasus ingkar janji, hanya saja akibatnya yang
sampai membatalkan perkawinan. Dalam kasus ini mereka para pihak sepakat ingin
menempuh jalur mediasi dalam menyelesaikan persoalan mereka, karena juga sesuai
dengan Perma No. 1 tahun 2016 bahwasanya setiap gugatan perkara perdata itu harus
menempuh jalur mediasi. Dalam proses penyelesaiannya ketika dimediasi, seluruh
keinginan para pihak itu kemudian diakomodir, dan mereka bersepakat dan meminta
agar perkawinannya tidak perlu  dilanjutkan, dan itulah yang tertuang dalam putusan
(No. 39/Pdt.G/2016/PN Sgm) yang sifatnya menguatkan dari hasil mediasi. Dalam
proses mediasi perkara ini  menggunakan waktu kurang lebih sampai empat minggu,
yang dimediasi dua minggu sekali sesuai dengan peraturan mediasi yang tidak lebih
dari 30 hari. Kemudian hasilnya putusan yang termuat menghukum para penggugat
untuk membiayai biaya perkara dan mereka dihukum untuk mentaati seluruh
ketentuan yang ada dalam hasil putusan.5
Sesuai dengan peraturan yang baru yaitu Perma No. 1 Tahun 2016 bahwa
setiap perkara perdata diharuskan terlebih dahulu melalui tahap mediasi diterangkan
bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.6
5Khusnul Khatimah, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara di Pengadilan
Negeri Sungguminasa, Pada Tanggal  21 Desember 2016.
6Perma No. 1 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat (1) Tentang Mediasi.
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Dengan demikian, dari definisi atau pengertian mediasi diatas dapat
diidentifikasikan unsur-unsur esensial mediasi yaitu:
1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan
berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang
disebut mediator.
3. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu
para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat
diterima para pihak. Perlu ditekankan di sini, bahwa saran atau usulan
penyelesaian yang diberikan tidaklah bersifat mengikat. Sifatnya yang
rekomendatif artinya sekedar usulan.7
Para pihak dalam proses mediasi dapat membahas berbagai aspek atau sisi
dari perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek-aspek lainnya.
Dalam proses mediasi, Pembuktian merupakan aspek terpenting dalam proses litigasi.
Pernyataan tanpa dukungan bukti yang kuat, maka posisi seseorang akan lemah.
Dalam proses mediasi bisa saja aspek pembuktian dikesampingkan demi kepentingan
lain, misalnya demi terpeliharanya hubungan baik, maka satu pihak bersedia
mememnuhi permintaan pihak lain walau tanpa dukungan bukti kuat. Adapun hasil
dari mediasi berupa kesepakatan merupakan penyelesaian yang diupayakan oleh para
pihak sendiri, sehingga para pihak tidak akan mengajukan keberatan atas hasil
kerjanya sendiri.Mediasi dalam hal ini lebih kepada membuat kesepakatan dalam hal
perdamaian yang di mana harus disepakati oleh kedua belah pihak yang berperkara.
7Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika,
2008), h. 35.
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Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan
dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai
fasilitator, di mana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh
para pihak itu sendiri.
Menurut Dahlang, Advokat yang mendampingi pihak penggugat dalam hal ini
adalah pihak laki-laki melalui wawancara yang penulis lakukan bahwa kami selaku
kuasa hukum atau advokat bertugas untuk mendampingi klien kami dalam hal ini
sebagai penggugat dalam meminta haknya dan menginginkan tercapainya keadilan
dalam persoalan ini. Menurutnya, banyak usulan dari rekan-rekan pengacara untuk
membawa kasus ini ke rana pidana namun kami dari pihak penggugat sepakat untuk
memilih membawa perkara ini dalam hal perdata yang mengacu pada pasal 1320
KUHPerdata/BW mengenai ingkar janji dalam hal ini adalah kesepakatan terkait
dengan uang panai’ menuntut supaya uang panai’ beserta cincin kawin yang masih
ada di tangan pihak perempuan dan dalam penyelesaianya di pengadilan kami
menyepakati agar sebelumnya dilakukan mediasi untuk tujuan perdamaian.8
Menurut Elly Sartika Achmad, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa
melalui wawancara yang penulis lakukan bahwa dalam hal penyelesaian kasus ini
kami selaku majelis hakim yang melakukan pertimbangan ini sepenuhnya kami
serahkan ke hakim mediator dalam hal memberi solusi atas permasalahan ini, dan
ketika perkara ini berhasil dimediasi maka putusan yang dibuat hanya untuk
memperkuat hasil kesepakatan dari segi kekuatan hukumnya. Adapun dalam tahap
persidangan ini hanya sekedar pembacaan untuk hasil putusan dari penyelesaian
8Dahlang, Advokat Kantor advokat Dahlan dan Rekan, Wawancara di Pengadilan Negeri
Sungguminasa, Pada Tanggal 21 Desember 2016.
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dengan jalur perdamaian yang ditempuh dan dihadir masing-masing pihak yang
berperkara. Dalam persoalan ini beliau juga mengatakan bahwasanya solusi dari
penyelesaian seperti kasus atau kejadian ini harusnya kembali mengingatkan
mengenai harusnya meningkatkan kembali peranan lembaga adat dalam hal
menyelesaikan perkara adat seperti ini, artinya dengan berfungsinya lembaga adat
dalam hal ini tidak lagi harus penyelesaianya melalui jalur pengadilan sebab
persoalan seperti ini harusnya tidak menjadi konsumsi publik melainkan lebih kepada
yang sifatnya privasi dan mestinya bisa diselesaikan dengan musyawarah kembali.9
Berdasarkan pada uaraian tersebut dapat diambil sebuah pelajaran mengenai
pentingnya lembaga adat yang berwenang dalam peyelesaian kasus adat itu sendiri,
artinya bahwa yang harus diutamakan dalam permasalahan seperti ini rujukannya
adalah kembali memusyawarahkan persoalan dan mencari solusi terbaik dalam
menyelesaikan persoalan.
Bila dilihat dari realitas yang ada di tengah masyarakat, maka semakin hari
hukum-hukum kebiasaan atau hukum adat tidak mempunyai tempat lagi di hati setiap
masyarakat terlebih lagi dalam lingkungan masyarakat. Mungkin asumsi ini ada
benarnya, namun disisi lain juga tidak dapat diabaikan bahwa hukum adat juga
banyak memberikan manfaat dan masukan didalam pembinaan hukum nasional.
Untuk itu perlu ditelusuri tentang posisi hukum adat dalam pembinaan hukum
nasional.10
9Elly Sartika Achmad, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara di Pengadilan
Negeri Sungguminasa, Pada Tanggal 27 Desember 2016.
10Patimah, Hubungan Antara Hukum Islam Dengan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum
Nasional (Makassar : Alauddin University Press, 2014), h. 84.
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“Hukum Indonesia” hukum adat mempunyai corak khas, berbeda dengan
sistem hukum Barat, khususnya sistem hukum kodifikasi Eropa Kontinental. Hukum
adat bersifat tradisional, namun sekaligus dinamis dan plastis/elastis/luwes. Sifat
pertama menunjuk kepada keterkaitanya pada garis kontinuitas kebudayaan bangsa,
sedangkan sifat kedua dan ketiga membuktikan kemampuannya untuk berkembang
seiring sejalan dengan tuntutan alam dan zaman, serta menyesuaikan diri dengan
kasus-kasus khusus, unik ataupun menyimpang. Oleh karna itu maka hukum adat
sekaligus dapat mengandung unsur yang merembang layu, memudar, meluntur
disamping unsur yang belagak gaya dalam puncak kejayaannya serta anasir yang
sedang merayap merata dalam taraf kelahirannya. Hukum adat merupakan salah satu
sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum
nasional yang menuju kepada unifikasi hukum dan yang terutama akan dilakukan
melalui pembuatan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mengabaikan
timbul/tumbuh dan berkembangnya hukum kebiasaan  dan pengadilan dalam lembaga
pembinaan hukum.11
Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa proses penyelesaian
masalah pada pembatalan pelaksanaan perkawinan akibat pengaruh adat, ini tidak
sesuai dengan hukum Islam, dengan berdasar pada QS al-Rūm /30:21 yang dalam
isinya menjelaskan tentang maksud atau tujuan baik pernikahan yaitu membentuk,
rumah tangga yang membina rasa kasih dan sayang dan juga berdasar pada hadits
yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi tentang melaksanakan pernikahan berarti
melaksanakan separuh (ajaran) agama menandakan betapa pentingnya pernikahan itu.






Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat
menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Faktor yang memengaruhi batalnya pelaksanaan perkawinan akibat pengaruh
adat pada studi kasus perkara No. 39/Pdt.G/2016/PN bahwa pembatalan
pelaksanaan perkawinan ini terjadi karena pengaruh yang kuat dari segi
pelaksanaan pesta perkawinan (adat perkawinan) selain itu adanya rasa
ketersinggungan dari salah satu pihak yang dalam adat Bugis Makassar
dikarenakan budaya Siri’ sehingga melakukan pembatalan secara sepihak
dengan asumsi bahwa adanya ketidakcocokan satu sama lain. Kemudian
setelah masuk dalam ranah pengadilan masing-masing kedua belah pihak
menyepakati bahwa perkawinan ini tidak lagi perlu untuk tetap dilanjutkan
atau terlaksana. Ini terjadi sebelum adanya akad pernikahan atau yang dikenal
dengan istilah ījāb dan qobūl artinya permasalahan ini masih dalam ranah pra-
pernikahan.
2. Dalam penyelesaian kasus ini di dalam pengadilan mereka para pihak sepakat
ingin menempuh jalur mediasi dalam menyelesaikan persoalan mereka, karna
juga sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2016 bahwasanya setiap gugatan
perkara perdata itu harus menempuh jalur mediasi. Dalam proses
penyelesaiannya ketika dimediasi, seluruh keinginan para pihak itu kemudian
diakomodir, dan mereka bersepakat dan meminta agar perkawinannya tidak
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perlu dilanjutkan, dan itulah yang tertuang dalam putusan (No.
39/Pdt.G/2016/PN Sgm) yang sifatnya menguatkan dari hasil mediasi. Dalam
proses mediasi perkara ini cukup lama karna memakan waktu kurang lebih
sampai empat minggu, yang dimediasi dua minggu sekali sesuai dengan
peraturan mediasi yang tidak lebih dari 30 hari. Kemudian hasilnya putusan
yang termuat menghukum para penggugat untuk membiayai biaya perkara dan
mereka dihukum untuk mentaati seluruh ketentuan yang ada dalam hasil
putusan. Perkara ini berhasil dimediasi oleh Hakim mediator dan adapun
putusan yang dibuat hanya untuk memperkuat hasil kesepakatan dari segi
kekuatan hukumnya. Adapun dalam tahap persidangan ini hanya sekedar
pembacaan untuk hasil putusan dari penyelesaian dengan jalur perdamaian
yang ditempuh dan dihadiri masing-masing pihak yang berperkara.
B. Implikasi Penelitian
1. Dengan mengetahui penyebab terjadinya pembatalan pelaksanaan perkawinan
pada studi kasus perkara No. 39/Pdt.G/2016 PN Sgm, maka dalam hal ini,
perlu ada kesadaran dari masing-masing, terkait dengan mengetahui tujuan
baik pernikahan, harusnya jika mengetahui akan baiknya pernikahan, hal
seperti ini tidak akan terjadi sebab jika diketahui bahwasanya tujuan
pernikahan itu adalah membentuk ikatan lahir dan batin dan keinginan untuk
bahagia bersama, persoalan seperti perjanjian mengenai pelaksanaan pesta
perkawinan tidak mesti menjadi pemicu dalam persoalan pembatalan
pelaksanaan perkawinan.
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2. Perlu dipahami kembali agar persoalan perkawinan ini harus dikembalikan
pada posisi awalnya yang dimana perkawinan ini adalah niat baik untuk
mempersatukan dua insan dengan menjalankan perkawinan yang didasari
dengan niat melaksanakan ibadah yang tulus karna Allah swt sebagaimana
yang telah diatur syariatnya dalam agama Islam.
3. Lembaga adat yang mesti difungsikan kembali, sebab persoalan seperti kasus
pembatalan pelaksanaan perkawinan ini yang di pengaruhi adat istiadat atau
kebiasaan masyarakat harusnya kembali ke lembaga adat yang berwenang
dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini, dan tidak mesti masuk
kedalam rana pengadilan kecuali sudah tidak ada jalan keluar yang ditemukan
dari kelembagaan adat maka sewajarnya persoalan seperti ini dibawa ke rana
pengadilan. Masalah seperti ini juga menjadi pelajaran bahwa setiap
permasalahan terlebih dahulu harus dimulai dengan musyawarah agar masing-
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